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ABSTRAK

CATATAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BArang/lasa Pemerintah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Kementerian diwajibkan membentuk Unit Layanan Pengadaan yang dapat
memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa, dan untuk
menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian Perhubungan Nomor
7 Tahun 2016 dan Nomor PJ.5 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016, yang salah satu
kontribusi yang harus diwujudkan oleh Kementerian Perhubungan vyaitu
membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang permanen dan struktural.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003;
UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PERPRES No. 4 Tahun 2015;
PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 59
Tahun 2010; PERMENHUB No. 58 Tahun 2011; PERMENHUB No. 59 Tahun 2011;
PERMENHUB No. 80 Tahun 2014; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; Peraturan
Kepala LKPP No. 5 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi maksud
dan tujuan, pembentukan, penetapan, ruang lingkup tugas, kewenangan ULP,
persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian, jenjang karier dan tunjangan
profesi, tata kerja, pelaporan, dan pemnbiayaan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juni 2017 dan
ditetapkan tanggal 30 Mei 2017.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1721)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



